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UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak
eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25

tidak berlaku terhadap:

i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait
untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk
keperluan penyediaan informasi aktual;

ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah
dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu
pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk
Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser
Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak
ckonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf
d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
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KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat
rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat
menyelesaikan buku ajar dengan judul Huwkum
Perdata dan Acara Perdata ini. Shalawat serta salam
semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi
Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan
pengikutnya hingga akhir zaman.

Buku ini disusun dengan tujuan utama untuk mendukung proses
pembelajaran pada mata kuliah Hukwum Perdata dan Acara Perdata di
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PPKn/Civic
Hukum dan program studi lainnya. Mata kuliah ini memiliki kedudukan
yang penting dan strategis dalam pembentukan keilmuan mahasiswa
hukum, karena membahas tentang aspek fundamental dalam
kehidupan bermasyarakat, yakni hak dan kewajiban perdata, serta tata
cara penyelesaian sengketa perdata melalui peradilan.

Hukum perdata sebagai salah satu cabang hukum privat mengatur
hubungan antarindividu, baik dalam ranah keluarga, petjanjian,
maupun harta kekayaan. Sementara itu, hukum acara perdata
memberikan mekanisme formal bagaimana hak-hak tersebut dapat
ditegakkan atau dipertahankan apabila terjadi perselisihan di hadapan
pengadilan. Dengan memahami kedua bidang ini secara komprehensif,
mahasiswa tidak hanya akan memperoleh pengetahuan teoretis,
melainkan juga wawasan praktis yang dapat menjadi bekal dalam
menghadapi dunia profesi hukum.

Dalam penyusunan buku ini, penulis berupaya menyajikan materi
secara sistematis, mulai dari pengertian dasar, asas-asas hukum, ruang
lingkup, hingga pembahasan kasus-kasus aktual yang relevan. Bahasa
yang digunakan diusahakan sederhana dan komunikatif agar mudah
dipahami oleh mahasiswa dari berbagai latar belakang. Selain itu,
penulis juga menyertakan rujukan dari literatur klasik maupun
kontemporer, serta perkembangan hukum di Indonesia yang terus
mengalami dinamika.

Tentunya, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari
sempurna. Ilmu hukum bersifat dinamis dan senantiasa berkembang
mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Oleh
karena itu, kritik dan saran yang membangun dati para pembaca, dosen,
mahasiswa, maupun praktisi hukum sangat penulis harapkan untuk
perbaikan dan penyempurnaan pada edisi berikutnya.

Akhir kata, penulis berharap buku ini dapat menjadi salah satu referensi
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yang bermanfaat, baik bagi mahasiswa yang sedang menempuh
perkuliahan, dosen sebagai pengajar, maupun pembaca umum yang
tertarik mendalami bidang hukum perdata dan acara perdata. Semoga
karya sederhana ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam
pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Bandar Lampung, September 2025
Penulis

Abdul Halim, S.Pd., M.Pd.

vii



PRAKATA

Buku ini hadir sebagai wujud kontribusi akademik
penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya pada
mata kuliah Hukwum Perdata dan Acara Perdata. Materi
dalam buku ini disusun secara sistematis mulai dari
pengertian, asas, ruang lingkup, hingga mekanisme
penyelesaian perkara perdata di pengadilan.

Tujuan utama penyusunan buku ini adalah
membantu mahasiswa memahami materi kuliah secara lebih terarah,
serta menjadi panduan praktis dalam mempelajari hukum acara perdata
yang bersifat teknis. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat
memperkaya literatur perkuliahan di lingkungan fakultas hukum dan
memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan hukum
perdata di Indonesia.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang
telah memberikan dukungan, baik berupa dorongan moral maupun
masukan akademis, schingga buku ini dapat terselesaikan. Semoga
buku ini dapat memberikan manfaat luas dan menjadi sumbangsih
nyata bagi dunia pendidikan hukum di Indonesia.

Bandar Lampung, September 2025

Drs. Berchah Pitoewas, M.H.
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